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  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

 RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal 
110 huruf  n  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi 
Daerah, perlu  membentuk Peraturan  Daerah 
tentang Retribusi Pengendalian  Menara 
Telekomunikasi;

Mengingat  : 1. Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  1959 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 
II  di  Sulawesi  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822);

2. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 
tentang  Hukum  Acara  Pidana (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1981 
Nomor  76, Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  1999 
tentang  Telekomunikasi (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor 
154,Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2002 
tentang  Bangunan  Gedung (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2002 
Nomor  134, Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247);
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5. Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia 4286);

6. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 
tentang  Perbendaharaan  Negara (Lembaran 
Neraga republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia 4355);

7. Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004 
tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan 
Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  125, Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  4437  ) 
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali 
terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  12 
Tahun  2008  tentang  tentang  Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004  tentang  Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 
tentang  Perimbangan Keuangan  Antara 
Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 
tentang  Penanaman  Modal (Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2007 
Nomor  67, Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724);

11. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007 
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tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2007  Nomor  68, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 4725);

12. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009 
tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor  130,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. 

14.

Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 
tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan 
Lingkungan  Hidup  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 
tentang  Pembentukan  Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor  5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran  Negara  Tahun  1983  Nomor  6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3252);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 
tentang  Penyelenggaraan  Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000  Nomor  107,  Tambahan  Lembaran 
Negara Nomor 3980);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2005  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang  Pedoman  Pembinaan  dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan 
antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah 
Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 
tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Kerja  Sama 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4761);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah 
Nasional(Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
483);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang  Tata Cara  Pemberian  dan 
Pemanfaatan  Insentif  Pemungutan Pajak 
Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2010 
Nomor  119,  Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 5161);

23. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 53 
Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Produk 
Hukum  Daerah  (Berita  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

24. Peraturan  Daerah Nomor  3  Tahun 2010 
tentang  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di 
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sinjai 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai  Tahun 
2010 Nomor 3);

25. Peraturan  Daerah  Nomor  5  Tahun 2010 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 
Tahun 2010 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI

dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN :

Menetapka
n

: PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RETRIBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

          Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati  dan  Perangkat  Daerah 

sebagai  unsur  Penyelenggara  Pemerintahan  Daerah 
Kabupaten Sinjai.

3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sinjai.
5. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang 

merupakan  kesatuan,  baik  yang  melakukan  usaha  maupun 
yang  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi  perseroan 
terbatas,  perseroan  komanditer,  perseroan  lainnya,  Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD)  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun,  firma, 
kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan, 
yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau 
organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan  lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Retribusi  Daerah yang  selanjutnya  disebut  Retribusi  adalah 
pungutan  Daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau 
pemberian  ijin  tertentu  yang  khusus  disediakan  dan/atau 
diberikan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  kepentingan  orang 
pribadi atau Badan.

7. Ijin  Gangguan  adalah  pemberian  ijin  tempat  usaha  atau 
kegiatan kepada orang  pribadi  atau badan dilokasi  tertentu 
yang  dapat  menimbulkan  bahaya,  kerugian,  dan  gangguan, 
tidak  termasuk  tempat  usaha  atau  kegiatan  yang  telah 
ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

8. Ijin Prinsip  adalah  ijin  yang  harus  diajukan  dan  diperoleh 
sebelum  dilakukan  pendirian/pembangunan  menara 


